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TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka
1. Definisi Desa
Desa atau Udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi
permukinan di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai
nama, letak, dan batas-batas yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang
satu dengan desa yang lain untuk memudahkan pengaturan sistem
pemerintahannya.Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa
keluarga.
Pengertian desa menurut para ahli (Indra Bastian2014:6) :
1. R. Bintarto (1977)
Desa merupakan perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsure-
unsur fisiografis, sosial,ekonomis politik, serta cultural setempat dalam
hubungan dan pengaruhtimbal balik dengan daerah lain.
2. Sutarjo Kartohadikusumo (1965)
Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat
yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu
pemerintah terendah di bawah camat.
3. William Ogbrun dan MF Nimkoff
Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah

terbatas.
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4. S.D. Misra
Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah

pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50-1.000

2

are.

5. Paul H Landis
Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari
2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut:

a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan
jiwa

b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap
perasaan

c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang
sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam,
kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalh
bersifat Sembilan.

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014 desa adalah:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masayarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat
universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang
terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap)

maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada

sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).
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a. Struktur Organisasi Desa dan ADM Desa
1) Struktur Organisasi Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang
meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah
sebagai berikut :

a) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain
yang dibantuperangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa
(UU RI No Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa (UU Rl No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6
Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tantang UU Desa).

c) Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk
mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan Administrasi
desa.Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah
desa.

d) Pelaksana Teknis Desa:

a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)



e.
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KAUR PEM adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan
Administrasi kependudukan, Administrasi pertahanan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan
perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk
hukum Desa.

Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas KAUR PEMBANGUNAN adalah membantu kepala desa
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan
ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan Administrasi
pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat seta menyiapkan
bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas KAUR KESRA adalah membantu kepala desa untuk
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan
program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas KAUR KEU adalah membantu sekretaris desa melaksanakan
pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan Administrasi
keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa,
serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)
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Tugas KAUR UMUM adalah membantu sekretaris desa dalam
melaksanakan Administrasi umum, tata usaha dan kearsipan,
pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan
rapat dan laporan.
e) Palaksanaan Kewilayahan
Kepala Dusun (KADUS)
Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan
kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan
yang sudah ditetapkan.
2) Administrasi Desa
Administrasi Desamenurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 adalah
keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.
2. Definisi Akuntansi Desa, Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan
Desa
1) Definisi Akuntansi Desa
Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat,
mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang
akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh
pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015 :1).
Menurut Hery (2014 : 16) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan

sebagai:
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Sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna
informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan
terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas.

Sujarweni (2015:17) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah:

Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan

nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan

sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan
yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang
terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam
laporan keuangan desa untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
dengan laporan keuangan desa tersebut.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113Tahun 2014 yang
wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

Anggaran
Buku kas
Buku pajak

Buku bank
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

arONE

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 1 Keuangan Desa
adalah:

Semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban desa.
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Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 1 Pengelolaan Keuangan
Desa adalah:

Keseluruhan kegiatan yang meliputi peremcanaan, pelaksanaa,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
2) Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

Adapun aspek-aspek dari akuntansi menurut Pedoman Asistensi
Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015 : 6):
1. Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya
pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien.Fungsi
tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan
menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang
dapat dimanfaat baik oleh pihak internal maupun eksternal.
2. Aspek aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifkasi data, menjadi sebuah
data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi
yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan karateristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai
berikut (IAI-KASP, 2015 : 6):

a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi

keuangan desa.
b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi
dengan output informasi dan laporan keuangan.
c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).

d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa
dalam pengambilan keputusan.
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3) Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa
Pihak-pihak yang mmbutuhkan dan menggunakan informasi keuangan
desa adalah (Sujarweni, 2015:17):

1. Pihak Internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam
struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa
membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

3. Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi,
dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa
berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan
bantuan keuangan.

4. Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya,
masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan
keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, serta
masyarakat desa.

4) Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan
dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi.Namun, pada kenyataannya prinsip
akuntansi bukan merupakan parameter wajib.Hal itu dikarenakan prinsip
akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan
ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-
prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan
pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan
laporan keuangan pemerintah Desa lainnya (IAI-KASP, 2015 : 6-7).

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan (IAI-KASP, 2015 : 7-8) :
a. Prinsip harga perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset),

kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan
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kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.Harga perolehan ini
bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari
kas/bank.
b. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan
menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh.Pengukuran pendapatan dapat
diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau
bertambahnya jumlah kas.Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada
dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan
jumlah kas yang diterima.
c. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-
bukti transaksi yang ada.Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan
transaksi.Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern
untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti
transaksi dan pencatatannya.
d. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan
sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
e. Prinsip konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi

dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya.
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Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan
keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode
yang sama atau sebaliknya.
3. Dasar Pencatatan dan dasar Pengakuan Akuntansi keuangan Desa
a. Sistem Pencatatan
Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 44-51)
adalah sebagai berikut:

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan
dan pelaporan transaksi dari pengidentifikasian adalah mengidentifikan
transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang mana transaksi yang
bersifat ekonomi dan yang mana yang tidak. Pada dasarnya ekonomi
adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya
adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan
satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan ekonomi, yaitu
pengelolaan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambatan dan
atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi
ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil
akhir dari proses akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:45-51)
sistem pencatatan di dalam akuntansi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem
pencatatan single entry, double entry dan triple entry.

1) Single Entry
Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem
tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan
transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu Kkali.
Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi
penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan
dicatat pada sisi pengeluaran.

2) Double Entry
Sistem pencatatan double entry atau juga disebut dengan tata buku
berpasangan adalah sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi
di catat dua kali. Oleh karena itu, pada sistem pencatatan double
entry terbagi dua sisi yaitu debit di sisi Kiri dan kredit di sisi kanan.
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Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan
persamaan dasar akuntansi.

Triple Entry

Sistem pencatatn triple entry adalah pelaksanaan pencatatan
dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah
dengan mencatat pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem
pencatatan  double entry dijalankan pada Pemerintah, pejabat
penatausahaan keuangan (PKK) satuan kerja pemerintah daerah
(SKPD) maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola
keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut pada
buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa
anggaran.

b. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Dasar pengakuan (recognitition) adalah penentuan kapan suatu

transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan

sebagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 46-51)

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Basis Kas (cash basis)

Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam
akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan
ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau
dikeluarkan.

Basis akrual (accrual basis)

Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis
akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas
dana.

Basis kas modifikasian (modified cash basis)
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Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan
penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
4) Basis akrual modifikasian (modified accrual basis)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk

transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk

sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual

dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.
4. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun

2014,
1) Perencanaan
Pemerintan Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai
dengan kewenangannya dengan menagacu pada perencanaan pembangunan
kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk manjamin
keterkaitan dan konsistesi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan.
2) Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan anggaran desa sudah ditetapkan sebelumnya timbul

transaksi penerimaan dan penegluaran desa.Semua penerimaan dan pengeluaran
desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening
kas desa.Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka
pengaturan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.Semua penerimaan dan

pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
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3) Penatausahaan
Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus
menetapkan bendahara desa.Penetapan bendahara desa harus dilakukan
sebelumnya dimulai tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan
kepala desa.Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes,
Ardi Hamzah (2015).Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang
melalui laporan pertanggungjawaban.Laporan pertanggungjawaban disampaikan
setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 36 laporan pertanggungjawaban
yang wajib dibuat oleh bendahara desa dalah :
1. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang
menyangkut penerimaan dan penegluaran kas, baik secara tunai maupun
kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan
dalampembukuan.Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber
dokumen transaksi.
2. Buku Kas Pembantu Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka
penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank
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Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka
penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
4) Pelaporan
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam
melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

A. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepoada
bupati/walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laoparan realisasi APBDesa,
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

2. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.

B. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

C. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada
akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.

D. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5) Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan desa APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui9 camat setiap
akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini
ditetapkan peraturan desa dan melampiri:

a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;

b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan

c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke desa.
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b. Laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan.

6) Pembinaan Dan Pengawasan
1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan

penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana desa, dan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

5. Tahapan Siklus Akuntansi

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dalam buku praktek, Siklus
akuntansi terdiri dari 4 tahap yaitu:

1) Tahap Pertama, pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).

2) Tahap Kedua, transaksi yang timbul dari Desa. Setelah anggaran dan
pendapatan Desa di sahkan dan akan dilaksanakan disertai bukti-bukti
berupa nota maupun kwitansi.

3) Tahap Ketiga, transaksi yang timbul dari Desa kemudian dibukukan.
Setelah anggaran dan pendapatan belanja Desa di sahkan,kemudian
dilaksanakan yang akan dibukukan oleh bendahara Desa dengan membuat
Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pembantu
Pajak, Buku Bank Dan Neraca Kas.

4) Tahap Keempat, pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Sedangkan menurut (IAI-KASP, 2015:12-13) tahapan siklus akuntansi

Desa yaitu:

a. Tahap Pencatatan
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari
buktibukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang

sesuai.
b. Tahap Penggolongan
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Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti
transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan
tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku
besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan
dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja.

Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah

dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan

Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam

memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan

Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang.

Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan

Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah

pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu

indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang

dilakukan pada tahap ini :

a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang
bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa
Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban
pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

6. Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa dalam (Sujarweni V.W,

2015: 24-26) adalah sebagai berikut:

1.

2.

Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam
penyusunan anggaran.

Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus
dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku
kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai
pengumpulan bukti-bukti transaksi.

Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan
transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya
untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.

Selain menghasilkan neraca untuk pertanggungjawaban pemakaian
anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.
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Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas
untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi
anggaran.Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam
neraca.

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan
oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan
badan permusyawarahan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.Anggaran
dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

b) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang
menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit,
digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam
pembukuan.Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
c) Buku Kas Harian Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat
transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

d) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan unag bank.
e) Buku Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
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f) Buku Inventaris Desa

Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum dalam
mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.
g) Buku persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-
bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik
dari pembelian dan pemberian.
h) Buku Modal

Buku modal / ekuitas dan adalah buku yang digunakan untuk mencatat
dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.
1) Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang diguankan untuk mencatat piutang
desa.Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan /
sewa menyewa Yyang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh
perorangan/badan usaha.
J) Buku Hutang/Kewajiban

Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat
huatng atau kewajiban desa.
k) Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu
periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva,
kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca berbentuk

dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.



29

I) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa
Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi
realiasai pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang
masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.Laporan
Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
7. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Keuangan desa
dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.
1) Transparan
Menurut Nordiawan (2006) transparan yaitu:
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masayarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-
jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Transfaran adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
2) Akuntabel
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan
masyarakat yang harus dipenuhi.Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah
akuntabilitas.Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan ‘“akuntabilitas atau

pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan

seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan
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kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku.Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informative dan
transparan”.Mardiasmo (2009) mengatakan “Akuntabilitas public adalah
kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Pricipal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.Menurut
Nordiawan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.Akuntabilitas public
adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan
masyarakat secara terbuka.
3) Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang
bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan
pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana
mereka tinggal.Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan
tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.
8. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113

Tahun 2014

1) Kepala Desa (KADES)
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Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades)

merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili

Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang disahkan. Kepala

Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai

kewenangan:

i N .

Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan APBDesa.

Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang

berasal dari unsure perangkat desa, yakni:

1.

2.

3.

Sekretaris Desa
Kepala Seksi
Bendahara

PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2) Sekretaris Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Sekretaris Desa bertindak

selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas:

1.
2.

3.

4.
S.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.
Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa.
Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
Melakukan vertifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa.

3) Kepala Seksi
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Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Seksi bertindak sebagai
pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya.

2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang telah diteapkan di dalam APBDesa.

3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan.

4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

o

4) Bendahara

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 bendahara dijabat oleh staf
pada urusan keuangan.Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa daloam rangka
pelaksanaan APBDesa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Beserta Laporan
Realisasi Anggaran (LRA)
1. Pengertian Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari
pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas
dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa
dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang
desa. Dalam APBDes berisi pendapat, belanja dan pembiayaan desa.

2. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :
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. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka
mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan
apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang
dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang di peroleh desa.

. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa,
dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan
pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa adanya
anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran pemasukan.

. Alat Kabijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan
fiscal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk
memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat
digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan

ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan
komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaa anggaran
harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Anggaran public yang
disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi
suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

. Alat Penilaian Kinerja
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Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadipenilaian Kinerja
perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan
pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.
Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan
penilaian Kinerja.

f. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa

dalam bekerja secara efektif dan efisien. Denagn membuat anggaran yang

tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa

dikatakan mempunyai kinerja yang baik.
3. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi
pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan
desa. Secara rinci manfaat penyusunan Anggaran desa adalah :

a) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi
kegiatan operasional, denagn melihat kebutuhan dan ketersediaan
sumber daya.

b) Sebagai salah satu indicator untuk menentukan besarnya biaya
pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.

c) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti
mengajukan pinjaman.

d) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan Administrasi.

e) Member arahan bagi pemerintajan desa dalam penyelenggaraan dan
pengawasan pemerintahan desa.

f) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode
anggaran.

g) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan
masyarakat.
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4. Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (2004) dalam Wahjudin (2011) menjelaskan proses

penganggaran dipengaruhi oleh beberapa factor sebagai berikut :

a.

Transparansi

Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat
mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam
rangka pembangunan desa.

Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan
kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah
pembangunan dan pemerintahan desa.Pertanggungjawaban yang
dimaksud terutama menyangkut masalah financial.

Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang
bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta
dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip
otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran
desa.

Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di
masyarakatmenyangkut = kepekaan pemerintah desa terhadap
permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang
menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Propfesional

Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai
dengan jabatannya.

5. Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Berikut ini diuraikan langkah-langkah penyusunan anggaran desa yang

dikutip dari Tim P3M-OTDA(2002) dalam Wahjudin (2011) :

Penyusunan Rancangan Anggaran Desa

1. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD

2. Sebaiknya konsultasikan kepada elemen masyarakat,misalnya
melalui dialog, rapat dengar pendapat.

3. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi
anggaran desa.

4. Anggaran desa ynag telah disempurnakan diajukan dalam rapat
pembahasan dan penempatan anggaran desa.
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6. Komponen Dalam Anggaran
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut
terdiri atas akun-akun sebagai berikut :
1. Pendapatan
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa yaitu:
Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
desa. Pendapatan desa dapat berasal dari :
a. Pendapatan Asli Desa
a) Hasil usaha desa
b) Hasil kekayaan desa
c) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
d) Lain-lain pendapatan asli desa
b. Transfer
a) Dana Desa
b) Bagi Hasil Pajak Daerah/Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
c) Alokasi Dana Desa
c. Kelompok pendapatan lain-lain
a) Hibah dan sumbangan pihak ketigauang tidak mengikat
b) Lain-lain pendapatan desa yang sah
2. Belanja Desa
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 belanja Desa adalah:
Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri

dari :

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Penghasilan tetap dan tunjangan
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2. Operasional perkantoran
a) Belanja barang dan jasa
b) Belanja modal
Bidang Pelaksanaa Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang tak terduga

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa adalah:

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1.
2.

3.
4.
S.

Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya

Mencakup pelampauan penerimaan pendapatn terhadap belanja,
penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan dan cadangan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

1.

2.

3.

Pembentukan dan penambahan dana cadangan
Penyertaan modal desa

Pembayaran hutang
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10. Kekayaan Milik Desa

Kekayaan Milik Desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
pemdapatan dan Belanja desa (Apb Desa) Atau perolehan hak lainnya yang sah.
Pengelolaan aset desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindah-tanganan,  penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian aset desa.

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX-1

TAHUN 20XX-1
URAIAN Tahun Sebelumnya
(Rp)
I. ASET
A. ASET LANCAR
1. Kas Desa
a. rekening Kas Desa 23.000.000
b. Uang Kas dibendaharak Desa 5.600.000
2. investasi jangka Pendek
a. Deposito 0,00
b. dst.. "l
3. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah 1.500.000
b.Piutang Sewa Gedung 0,00
4. Persediaan
a. Kertas Segel 15.000,00
b. Meterai 48.000,00
c.dst..........
JUMLAH ASET LANCAR 31.163.000,00
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B. ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen
a. Pertanyaan Modal Pemrintah Desa 0,00
b.dst.......
2. Aset tetap
a. Tanah 453.000.000
b. Peralatan dan Mesin 43.000.000
c. Gedung dan bangunan 354.000.000
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 653.000.000,00
e. Aset Tetap Lainnya 3.450.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00
3. Dana Cadangan 0,00
4. Aset Tidak Lancar Lainnya 0,00
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 1.509.900.000,00
JUMLAH ASET (A + B) 1.541.063.000,00
1l. KEWAJIBAN
A. KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 6.972.000,00
2. Utang bunga 5.000.000,00
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 40.000.000,00
4, dst.......
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 51.972.000,00
B. KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG
1. Utang dalam Negeri 135.000.000,00
2.dst.......
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 51.972.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN (A + B) 135.000.000,00
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - 11) 1.354.091.000,00

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah
diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai
berikut :

Penerapan Akuntansi Dana Desa yang di terapkan pada Desa Tanah Merah

Kecamatan Siak Hulu, belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.



